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BUPATI JEPARA 

PERATURAN BUPATI JEPARA 
NOMOR 64 TAHUN 20O 

TENTANG 

SISTEM DAN PROSEDUR 
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERA 

BUPATI JEPARA 

Merimbang batwa dalam rangla untuk kelancaran pengelolaan keuangan daerah 
agar lebih etektif dan efirsien, perlu menetap#an Peaturan Bupat 
tentang Sister an Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah 

Mengungat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah­ 
daerah Kabupaten alam Lingkungan Propiosi Jawa Tengah 

2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Ngars Repubhk Indonesia Tahu 2003 Nomr 4T 
Tambahan Lembaran Ngars Republik Indonesia Norge 4286 

3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 
(Lembaran Negara ftepubhik Indonesia Tahun 2004 Nomor , Tambahan 
Lembaran Negara Repubhi Indonesia Nomr 4355) 

4. Undang-Undang Nomar 1 Taun 2004 tentang Pembentuan 
Peratuna Perundangoundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor S3, Tambahan Lembaran Negara Repubhi 
Indonesia Nmot 4389 

5 U0dang-UJndang Nome 15 Tatu 2004 ten.tang Pemeriks.aan 
Pengelolaan an Tanggungiawab Keuangan Negara tLembaran Negara 
Repubtk Indonesia Tahun 2004 Namer 66, Tambahan Lembatan 
Negara Repubhk Indonesia Nomor 440) 

6. UnlangUndang Nomor 25 Tahu 2004 tentang Sigtem Perencanaan 
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 10 Tabaha Lembaran Negara Republk Indonesia 
Nomor 4421 

7 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang emenintahan Daeran 
(Lembaran Negara Reputlik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 
gbahan Lembaran Negara Repubtk Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah beberapa kaii diubah terakhir dengan Undang 
Undang Nomor 12 Tahun 200B tentang Perubahan Kedua Atas Undang­ 
Undang Nomor 32 Tahu 2004 tentang Pemenintahan Daerah 
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(Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 2008 Namer 59 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tertang Perimbangan 
Keuangan Antara Pererinta Pusat dan Pemerintgh Daerah (Lembaran 
Negara Republk Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Tambahan 
Lembaran Negara Repubbk Indonesia Nomor 4438) 

g. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republii Indonesia Tahun 2005 
Nomor 4g lambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Norat 
4503 

10Pertura Pemerintah Nomor 58 Tahun 205 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republk Indonesia Taun 2005 
Norat 140, Tanbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4578) 

1f peraturan Pemerintah Ngmor8 Tun 2006 tentang Lapora Keuanga 
dan Kinerja Instasi emerintah (Lembaran Negara Republk Indonesia 
Tahun 2006 Nomnor 25, Tambaban Lerbaran Negara Repubhk 
Indonesia Norr 4614 

12 Peraturan Menteni Dalam Negeni Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
edoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah ibah 
dongan Peraturan Menten Dalamn Negeni Nomor 59 Tahun 200 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuagan Daerah 

13.Peraturan Daerah Kabupaten Jepaa Namer 10 Tahun 2006 Tentang 
okok.okok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerat 
Kabupaten Jepara Tatun 2006 Nomor 10, Tamahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 

14 Peraturan Daerah Kabupate Jepara Nrnor 8 Tatun 2008 tentang 
Organisasi tan Tata Kerja Sekretaniat Daerah dan Sekretariat Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah 
Kabupaten Jepang Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lernbaran Daerah 
Kabupaten Jepara Nomor 6) 

15Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Namor g Tahu 2008 tentang 
Organisasi dan Tata Kera Dias Daerah Kabupaten Jepara (Lembaan 
Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 Nomnor 9,Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Jepara Norat 7 

16 Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nornor 10 Tahun 2008 tentang 
Organisasi dan Tata Kera Lembaga ekis Daerah Kabupaten Jepara 
(Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 Nomor 10 
Tabahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomeor 8) 

17 Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomar 11 Tahun 2008 tentang 
Organisasr dan Tata Kena Satan Polisi Pamong Praia Kabupaten 
Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 Nomor 11 
ambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9J 

18.Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Noma 12 Tahu 2008 tentantg 
Organisasi dan Tata Kera Sadan Pelayanan Perizinan Terpadu 



Kabupab Jepara (h6d4 DaeGh

oaancasr &i rab Keia <sm*
Jepa€ (Lembamn DaeEh bbuparei

iq beihuboean cisad har da, N3wathn

haai perapoEo pedaDssunsiawaban dan

nja o*€h y,iq seranlriy, dGhsia' aFBD

nq ehddiF dh nskar SKPD adarah pe€rukar

BaEnq. y:nq jlla

Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 
Nomor 12 Tambahan Lembaan Daerah Kabupaten Jepara Namor 10) 

1g.peraturan Da@rah Kabupaten Jepara Nome 13 Tahu 200 tentang 
Organisasi dan Tata Kera Kecaratan dan Keturahan di Kabupaten 
Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 Nomor 13 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11) 

Menetap.an 

MEMUTUSKAN 

PERATURAN BUATI TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR 
PENGELOLMN KEUANGAN DAERAH 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

asat 

Dalgm Perturan Bupati imi yang dimaksud dengan 

1 Daerah adalah Kabupaten Jepara 

2 Pemenintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jepara 

3. Bupatr adalah Bupatu Jepara 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutya disingkat. DD adalah Dewan 

erwakila Rakyat Daerah Kabupaten Jepara 

5. Keuangan Daerah adalah semu.a hake dan kewa/ban daerah dalam tangka 

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat din#tar dengan uang termasuk di 

dalamoya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajib.an 

darah tersebut 

6 Pengelolaan Keuangan Daerah adatah keseluruhan kegiatan yang meliputi 

perencanaan, pelaksaaan, penaaursahaan, pelap0ran, pera099ngyawa0an1, 0da0 

pengawasan euagain dae0ah 

7 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutoya disingkat APBD 

adalah fRencana Keuangan Taunan Pemenintah Daerah yang disetujut oleh pp 

tahun yang berkenaan 

8 Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutrya disingkat $OD adalah perangkat 

daerah papa Pemerinta Daerah selaku Pengguna Anggaran/engguna Barang 

9 Saluan Ken Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutya disingikat SKPKD 

adala Perangkat Daerah pads Pemerintah Daerah selaku Pengguna 

Anggaran/Pengguns Barang. yang juga melaksanakan Pengelolaan Keuangan 

Daerah dengan prinsip pemisahan kewenangan antara yang mermerintahkan 

mengup, menerima dan yang mengeluarkan 
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10. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah kepala daerah yang 

karena jab8ta0ya meopuryal kewenangan menyelenggarakan keselurh1an 

pengelolaan keuangan daerah 

11.Peiabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat ppKD a&alah 

kepala Satuan Kerja Perangkat Daeran yang mempuryai tugas melaksanakan 

pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Benda.hara Umum Daerah 

12. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya rsingkat BUD adalah PPKD yang 

bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah 

13 pengguna Anggaran adalah pejabat peregang kewenangan penggunaan an99aran 

untuk melaksanakan tugas pokok dan fungs SKPD yang dipimpinnya 

14 Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang midi.k 

dare1a 
16 Kuasa Bendahara Lrmum Daerah yang selanyutya disebut kuas.a BUD adalah 

pejabat yang dibent kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD 

16 Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk relaksanakan 

sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam nelaksankan sebagran toga$ 

dan tungsi SKPD 
17 Peyabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat pPK.SKPD 

adalah pejabat yang melaksanaka tungsi dan tata usaha keuangan pada SKO 

18. Pejabat Pelaksana Tekmis egiatan yang selanyutya disingkat pp TK adalah pejabat 

pada unit ken $KPD yang melaksanal.an satu atau beberapa kegi@tan an suatu 

program sesuai dengan bidang tugasoya 

19 Bendahara enerirmnaan adalah staf yang ditunjuk untuke menema, menympan 

menyetor.an, mnenatausaha.kan an ne1per ta99ngaab.a a0g pen0dapa.ta 
daerah dalamn rangka pelaksanage APBD pad SKPD 

20 Ben&ahara Pengeluaran adalah staf yang ditunjuk untuk menenmna memymnpan 

membayak.an, mnenataursahak.an dan merope1tang9ungyarwabk.an ua0g uMu 

keperluan belanya daerah dalam rangka pelaksanaan APED pad SKPD 

21. Entitas Pelap0ran adalah unit pemenintahan yang terditi atars satu ata lebih en1tit8S 

akuntans/ yang menurut ketent.uat peraturan perundang-0nangan1 waD 

menyampakan laporan per a099ungaaban be0pa lap0ran1 ea0g.a1 

22. Entitas Akuntans adalah unit pemeritahan Pengguna Anggara t Pen9gun@ 

Barang damn oleh karenanya wab menyelenggarakan akuntansi an men0yus0fl 

aporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan 

23. Unit Kerja adalah bagian dan SKPD gang mnelaksanakan satu atau beberapa 

program 
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24 Tien Anggaran emerintah Daerah selanjutnya disingkat TAD gdalah tim yang 
dibentuk den@an keputusan Kepala Darah yang dipimpin oleh Sekretanis Daergh 

yang merpunya togas menyiapkan seta melaksaakan kebijakan Kepala Daerah 

dalamn rangka penyusunan APD yang anggotanya terdii pejabat perencana 
daerah pp«Kp dan pejabat lainnya sesuai kebutuha 

25 Rencana Kera dan Anggaran SKPD yang elanutnya disinghat RKA.SKPD adalat 

Dokumen perencanaan dan pe0gang9aan yang Deist fencana pea.pat.a 
renoana belanja program dan keg=atan SKPD gerta rencana belanya program dan 

egiatan SKpp gerta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Sp 

26. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutrya disingkat DPA.SKpp 

adalah dokuren yang merat pendapatan belanya darn pernbiayaan yang 
digunakan sebagai dasar pelaksanaan aggaran oleh Pengguna Anggaran 

27 Dokumen Pelaksanan Peubahan Anggara SKPD gang selanjutrya disingkat 
0PA.SKPD aalah Dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan 

pembiaryaan yang digunakan sebagai Dasar pelaksanaan perubahan anggar oleh 

pongguna anggaran 

28 Anggatan Kas adalah Dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dart 

penenimaan dan peritaan arus k.as keluat untuk mengatut etersediaan daa yang 
cukup guna mendanai pelaks.anaan kegiatan dalamn setap peniode 

29 Betanja Tietak Langsung adalah belarja yang dianggaran tidak terkait secara 

lagsung dengan pelaksanaan program da kegiatan 
30. Belaija Langsung adalah belanja yang dianggark.an terkat secara langsung dengan 

pelaksanaan program dan kegiatan 

31 Surat Penyediaan Dana yang selanyutrya disingkat 5PD adalah Dokumen yang 
menyatakan terse0hia0ya dana ntuk melaks.anak.an kegatan sebagal Dagg 
penerbitan SP 

32. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutrya disingkat sop adalah Dokurnen 

yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungawab atas pelaksanaan 

kegiatan/bedahara pengeluaran untuk mengaan permintaan pembayatan 

33 gpp tang Persediaan dana yang selarjutnya disingkat SPP.UP galah Dokumen 

yang iajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang 

bersifat pengisian kembali ( revolving ) yang tidal apat dilakukan dengan 
pembayaran langsung 

34. SPP Ganti uang persediaan yang selanjutnya disingkt $PP.GU adalah Dokurnen 

yang diayuk.an bendahara pengeuaran ur tuk permintaan pen1gganti uang persediaan 

yang trdak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung 
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35 Sp Tambahan Lang persediaan yang selanjutrya disingka SP.TU adalah 

Do#umen yang 0iayuan oleh bendahara pengeuaran umtuk permintaan tabah1an 

uang persedraan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan 

dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan 

36. Spp Lan9sung yang selanjutnya disingkat SP.LS alalah Dokumen yang diajukan 

oleh benod8hara penge/aran untuk permantaa pembaryaran lag.sung epa.a pi/ha.l 

etoga alas 0dasar peTaan kontrak eja atau surat penintah en]a Iain0ya da.0 

pe1bay8ran gar 0e0gar jumlah, penerima, peruntuk.an 0an1 wa.kt pe0baya0a0 

tertentu ya0g dokurnennya disiapk.an oleh 9TK 
37 Surat Perintah Membayat yang selanjutnya disingkat SPAM adalah Dokuren yang 

digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuas Pengguna Anggaran untu 

penerbitan SP2D atas beban pengeluarn 0PA.SKPD 

38. Surat Penta tMemnbayat Gant Lang persediaan yang selanyutoya disingkat SPAM 

GU adalah Dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna 

Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran 0PA.$KPD yang 

dananya dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah dibelanyakan 

39. Surat Perintah Membaya Tambahan Lang persediaan yang selanyutmya disungkat 

$PM.TU adalah dokumen yang dtertitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa 

Pengguna Anggaman untuk peerbitan $2D atas beban pongoluaran 0PA.SKPD 

arena kebutuha dananya melebiti dan jumlah batas pagu uang persediaan yang 

elah ditetap#an esuai dengan ketent0a 

40. Surat Penintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPMLS adalah 

dokumen yang diterbikan oieh Pengguna Anggaan/Ku.as.a Pegguna Anggaran 

untuk penerbran $P2D atas beban pengetuaran DPA-SKPD kepada pihak ketga 

41 Surat Perintah Pencairan Dana yang selanyutya disingkat SP2D adalah doiumen 

yang digunakan sebagai dasat pencairan dana yang di«erbitkan oleh BUD 

berdasarkan SPM 

BAB 
Bagian Pertama 

Azas Lmnum Sistem qan Prosed_r Pengelolaan Keuangan Daerah 

Pasal 2 

(1.)Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara 

Penenimnaan/Bendahana Pengeluaran an orang atau Daan ya1g menemna atau 

mnenguasai uangbarang/kekayaan daerah wajb menyelenggarakan sistem dan 

prosedur sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
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(2.Peyabat yang menandatangari dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan 

dengan Surat bu#ti yang menjadi dasat penemnaan a/atau pengeluaran a0a1.$ 

pelaksanaa A9BD pertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat 

yang timbul dani penggunaan surat bukti tersebut 

Bagian Kedua 

Pelaksanaam Sister dan Prosedur Pengelolaan Keuagan Daerah 

Pasat 3 

UJntuk pelaksanaan A9BD Bupati menetapkan 

a. Peyabat yang diberi wewerang menandatangai $pp 
b. Peabat yang diberi wewenang menandatanga SM 

Pejabat yang diber wewenang menandatanggm $PJ 

d Pejabat yang dbeti wewenang menandatangami $P2D 

e Bendahara Penerrnaan dan Bendahara Pengeluaran 
f Bendahaa Pengeluaran yang mengelola belanja bung.a, belaja subsidi, belanya 

hibah, belanja bant@an sosial, belanja bag hasit belanja bantuan keuangan 
betanja tidak terduga dan pengeluaran pemnbiayaan pada SKKD 

g. Bendahara Penermaa Pembantu dan Bendahaa Pengeluaa Pembantu paa 
$KPD 

h Bendahara lain dalam tangka pelaksanaan APBD 

Sistem dan Poseur Pengelolaan Keuagan Daerah sebagaman1a tercatum dala 
Larnpiran Peraturan nu 

BAB IN 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 5 

Hal-hal yang belurn diatur dalam eraturan +mi mnengenai teknis pelaksanaarya diatur 

oleh Bupati 
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KETENTUAN PENUTUP 

Pas8l 8 

Peraturan ini mulai bertaku pada tanggal diur dangkan 

Agar setiap orang mengetahuinya, memenintahkan pengundangan Peraturan imi dengan 

penempataya dalam Berta Daerah Kabupaten Jepara 

Ditetapk.an di Jepara 
pada taggal a Oeseed 0e8 

_C>?C' 
HENORO MART0JO 

Diundangan di Jepata 

pada tangga a2 Lee. w co8 

PR SEKRETARIS DAERAM KABUPATEN JEPARA 

LIH 

KABUPATEN JEPARA TA HUN 2008 NOMOR 33l 


